ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

OLEH:

RAUDLATUL HASANAH, S.H.
NIM. 1520311062

PEMBIMBING:
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017



ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Qi

TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

OLEH:

RAUDLATUL HASANAH, S.H.
NIM. 1520311062

PEMBIMBING:
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Raudlatul Hasanah, S.H.
NIM : 1520311062

Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan

adalah hasil

penelitian/kraya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk

sumbernya.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

T ERAI
' MPEL _ :_ e
EBAEF268137750 b,

0

cilatul Hasanah, S.H.

Y\fM.lS203l 1062



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudlatul Hasanah
NIM : 1520311062

Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsetrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari
plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap

ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

NIM.1520311062



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
Dio FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta

55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-369/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul :"ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN",

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAUDLATUL HASANAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311062

Telah diujikan pada : Senin, 07 Agustus 2017

Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

etua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji [ Penguji 11

bec

r. H. Riyanta, M.Hum. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 NIP. 19750615 200003 1

Yogyakarta, 07 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Syari'ah dan Hukum

1/1 08/08/2017



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu alaikumWr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang
berjudul:

ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Yang ditulis oleh:

Nama :Raudlatul Hasanah
NIM 11520311062
Prodi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi  : Hukum Keluarga
Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister
Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk diujikan dalam rangka memy zroleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu ' alaikumWr. Wh.

Yogyakarta, 31 Juli 2017
Perybimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



ABSTRAK

Itsbat nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang
sudah dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan
tersebut, atau pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik
(akta nikah), sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan ke
Pengadilan Agama agar pernikahannya dapat dikukuhkan atau disahkan,
dan untuk selanjutnya dapat dibuatkan akta nikah. Isbat nikah di daerah
Pamekasan masih banyak terjadi terutama di daerah pedesaan, karena
kurangnya kesadaran hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga
masyarakat lalai untuk mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA)
setempat. Dengan demikian, penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai
alasan apa yang mendasari para pemohon mengajukan itsbat nikah dan
tinjauan sosiologis mengenai itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan. Teknik
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi
lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara terhadap
Hakim dan para pemohon yang mengajukan itsbat nikahnya. Sifat penelitian
ini adalah deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan dan
menjelaskan mengenai Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di
Pengadilan Agama Pamekasan. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan
dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni meneliti bagaimana bekerjanya
hukum di lingkungan masyarakat, dalam hal ini mengenai perkara Itsbat
Nikah. Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan
adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara
kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya
menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa alasan
utama para pemohon mengajukan permohonan itshat nikah ke Pengadilan
Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus surat Akta Nikah dan
akta kelahiran anak-anak mereka, di samping untuk mendapatkan kepastian
hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin
memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak
tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan. Analisis sosiologis terhadap itsbat nikah ini yaitu
adanya kelalaian para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan
pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan Pemerintah. Hal
ini terjadi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya
pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Itsbat, Itsbat Nikah, Pengadilan Agama.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan tesis ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

| A dila;LiiZkan
<« Ba’ B Be
O Ta’ T Te
& sa’ $ s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ h Ha (dengan titik dibawah)
¢ Kha’ Kh Kdanh
3 Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
D) Ra’ R Er
J zZa’ Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy Es dan ye
U Sad s Es (dengan titik di bawah)
Ua Dad d De (dengan titik di bawah)
L Ta t Te (dengan titik di bawah)
L 73 z Zet (denagn titik di bawah)
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¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef

3 Qaf Q Qi

i Kaf K Ka

Jd Lam L ‘el

B Mim M ‘em

U Niin N ‘en

B) Wawu w w

5 Ha’ H Ha

¢ Hamzah 4 Apostrof
s Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

L8

3Axa

Ditulis

Muta’addidah

s

Ditulis

‘iddah

C. Ta’ Marbitah di akhir kata

1.

Bila ta’ Marbutah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
FRN Ditulis hikmah
i35 Ditulis Jizyah

Bila ta’ Marbutdh diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan h

KRR ERRS

Ditulis

Karamah al-auliya’
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3. Bila ta’ Marbutih hidup dengan harakat fathas, kasrakdan dammah

ditulis t
PEEE Ditulis Zakat alitr
D. Vokal Pendek
- fathah Ditulis A
- Kasrah Ditulis |
- dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
1 fathah+alif Ditulis A
alals Ditulis Jahiliyyah
) fathah+ya’ mati Ditulis A
] Ditulis Tansa
3 Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
(a.u_)S Ditulis Karim
4 dammah+wawu mati Ditulis U
a5 Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
1 fathah+ya’ mati Ditulis Ai
Rt Ditulis bainakum
5 fathah+wawu mati Ditulis Au
Js Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof ().
1 eﬁﬁ Ditulis a’antum
2 r“"JS":‘ u-d Ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Aliff+Lam

1. Bila kata sandang4/if+Lamdiikutihurufgamariyyahditulisdenganal.

Jf)ﬂi Ditulis Al-Qur’an

oelal) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

A Ditulis as-Sama
saddl Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

ol Ditulis Zawi al-furiid

FHATIH Ditulis ahl as-Sunnah




MOTTO

{e&emjgatem anda untuk dukses di setiap kondisi
selalu c[cgaat diukur ofef Jelfengoa besar

@Jaercayatm anda Joac[a diri sendiri
= cﬂgﬁert Gollier—~

You Nover Wtk s one
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Al-Qur’an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi (‘agd)
yang diikat antara suami dan istri disebut dengan ijab dan kabul
(perkawinan). Dalam kaitan ini Al-Qur’an menyebut bahwa hubungan suami
dan istri adalah sebagai hubungan ikatan melebihi dari ikatan-ikatan lain.
Kalau akad nikah (perkawinan) melebihi dari traksaksi-transaksi lain. Hal ini
diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai

akad yang melebihi dari akad/traksaksi-transaksi lain.?

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal
yang damai, sejahtera, dan bahagia yang dalam Islam sering di kenal dengan
sebutan keluarga sakinah, mawadah wa rahmah. Suatu ikatan perkawinan
pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena keluarga dalam

kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam

! pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACadeMIA+TAZZAFA,
2004), him. 23-24.



masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu
perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat
mutlak untuk membentuk suatu keluarga. Tanpa didahului perkawinan dua
orang laki-laki dan perempuan tinggal di satu rumah belum berhak disebut

sebagai keluarga.®
Ayat al-Qur’an yang menganjurkan pernikahan:

Cu ¥ elld (80 Aes 5850 oSin Jan s Lel) 153l a5 ) oSl (g ST G180 () 43l (g0

[Y) 2 as ] 05 Riks o il

Dalam membina suatu rumah tangga bukan hanya karena atas dasar
cinta kasih semata namun juga dibutuhkan kesiapan mental lahir dan bathin,
dan juga harus memahami hak dan kewajiban diantara keduanya yaitu hak
suami dan hak istri, hingga nantinya tidak menimbulkan perpecahan dalam

rumah tangga yang berujung perceraian.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang
berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta,
menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan bathin,
atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah,
terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain

saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan

% Abu Ahmad, Psikologi Sosial, Cet-2 (Jakarta: Bineka Cipta, 1991), him.239.



norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan

keluarga.*

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang
dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu
atau istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu
keluarga, merupakan perjanjian sakral (mitsagan ghalidha) antara suami dan
istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam
semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju

terbentuknya rumah tangga yang sakinah.’

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu
perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat
dalam daftar pencatatan.® Dengan demikian pencatatan perkawinan memang
sangat penting dilakukan, karena sangat berpengaruh dikemudian hari demi

keberlangsungan hidup antara suami istri maupun terhadap anak.

* Mufidah, Psikologi keluarga Islam “Berwawasan Gender” (Malang: UIN Maliki Press,
2013), him. 34.

% Ibid.

® Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), him. 55.



Suatu perbuatan hukum yang sah, menurut Bagir Manan mengandung

makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam

perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya perkawinan

yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menunjukkan

bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat

hukum lainnya, misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat

timbulnya larangan perkawinan dan juga terhadap harta kekayaan, maupun

anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut.’

dal

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur

am Pasal 5:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh
pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32
tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang
berbunyi:

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai
Pencatatan Nikah.

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan
Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

" Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him.

215-216.



Secara lebih rinci, Perturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab Il

Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1)

2)

(3)

Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada
Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus
berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai
peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan
Pemerintah ini.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan

sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau

istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang

suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara

kenyataanya suami tersebut mampu atau suami melanggar ketentuan taklik

talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu

dan mengajukan gugatan perkaranya ke Pengadilan. Selain itu, Akta Nikah

juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu,

sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat

dilakukan. Dengan demikian, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.?

Pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa, dalam hal perkawinan tidak
dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama. Kemudian Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan pula bahwa,
itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-

hal yang berkenaan dengan:

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

Hilangnya Akta Nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No. 1 Tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki

halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

o

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, angka perceraian di Kabupaten
Pamekasan dalam tiap tahunnya meningkat rata- rata 5%. Rata-rata yang
paling banyak dari perceraian adalah dari cerai gugat (istri menggugat cerai)
tercatat 502, sedangkan cerai talak (suami) sebanyak 358. Zainal Arifin, S.H.,
selaku  Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pamekasan
mengungkapkan, "Kasus perceraian di Kabupaten Pamekasan pada tahun
2016 sampai bulan Agustus, tercatat 860 dan yang sudah putusan 781
pasangan suami istri bercerai,” ungkapnya. Sedang sidang Itsbat nikah

mencapai 588 pasangan suami istri, sidang itsbat nikah merupakan sarana

8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007),
him. 29.



bagi mereka yang menikah di bawah tangan seperti nikah sirri untuk
mendapatkan putusan Pengadilan Agama dan mendapatkan pengakuan secara
hukum yang sah di KUA setempat, ungkap Zainal. Itsbat nikah lebih banyak
terjadi terutama didaerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran hukum dan
pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai untuk mencatatkan

kepada KUA setempat.’

Melihat pernyataan di atas bahwa itsbat nikah masih banyak terjadi di
daerah Pamekasan terutama di daerah pedesaan dan perkara-perkara yang
masuk di Pengadilan Agama Pamekasan merupakan perkara terbanyak nomor
dua se-Madura, tidak lain halnya juga perkara itsbat nikah.'® Berdasarkan hal
tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan memberikan analisis
mengenai itsbat nikah dalam tesis yang berjudul “Analisis Sosiologis

terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi dasar alasan pengajuan itsbat nikah di
Pengadilan Agama Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan

Agama Pamekasan ?

% http://suarapamekasan.com/news.php?id=000212, diakses pada tanggal 23 November
2016 Pukul 07.58 WIB.

19 Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Ibu Dra. Rofi’ah,
M.Hes.


http://suarapamekasan.com/news.php?id=000212

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi dasar pengajuan
permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di

Pengadilan Agama Pamekasan.

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik
secara teoritis maupun praktis, adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
memberikan  kontribusi pembahasan terhadap permasalahan-
permasalahan di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman
dan pengertian bagi pembaca mengenai penyelesaian perkara Itshat
Nikah, serta dapat mengetahui betapa pentingnya pencatatan
perkawinan itu dilakukan. Sehingga Tesis ini dapat digunakan untuk
memperkaya pengetahuan, menambah dan melengkapi
perbendaharaan dan koleksi ilmiah.

2. Secara Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dan
bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada
perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Khususnya yang
berkonsentrasi pada program studi Hukum Keluarga dan sebagai

sumbangsih karya ilmiah.



D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur berisikan tentang uraian mengenai hasil penelitian
yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai
berikut:

Tesis Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di
Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014.”*" Tesis tersebut lebih
memfokuskan pada perkara itsbat nikah yang dikabulkan di Pengadilan
Agama pada periode 2013-2014. Sedangkan penyusun lebih memfokuskan
perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga akan
menghasilkan penelitian yang berbeda.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh  Doni Putra
Purnama Bakti, berjudul ‘“Pembatalan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan
Poligami (Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj).”*? skripsi ini
fokus pembahasan pada perkawinan yang telah dibatalkan itsbat nikahnya
tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkawinan poligami yang telah
dibatalkan itsbat nikahnya berakibat hukum terhadap pembagian harta
kekayaan dan anak hasil perkawinan yang dibatalkan itsbat nikahnya.

Kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus pembatalan itsbat

Y Nuril Farida Maratus, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Yogyakarta Periode 2013-2014”, Tesis Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, 2015.

12 Doni Putra Purnama Bakti, “Pembatalan ltsbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami
(Studi Putusan Nomor.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember,
2010.
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nikah dalam perkara ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam skripsi saudara Doni Putra
Purnama Bakti lebih memfokuskan pada pembatalan itsbat nikah dalam kasus
poligami sedangkan penyusun membahas tentang analisis sosiologis terhadap
perkara pengajuan atau permohonan itsbat nikah.

Skripsi Indro Wibowo yang berjudul “Itsbat Nikah dalam Perkawinan
(Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 083/Pdt.P/2010/PA.JS.)"** fokus
pembahasan dalam skripsi ini lebih menekankan pada itsbat nikah penetapan
hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penyusun membahas
tentang analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama
Pamekasan.

Rahmat Jatmika, dalam skripsinya yang berjudul “Itsbat Nikah Massal
Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap Alasan dan
Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah)”'* fokus pembahasan
mengenai itsbat nikah massal di Wonosari bagi perkawinan pasca Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, hal ini dilakukan karena minimnya kesadaran

masyarakat Gunungkidul tentang hukum, sedangkan penyusun lebih

3 Indro Wibowo, “Itsbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor :
083/Pdt.P/2010/PA.JS.)”, Skripsi Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, 2011.

!4 Rahmat Jatmika,” Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 di Pengadilan Agama Wonosari
(Studi terhadap Alasan dan Dasar Hukum Hakim atas Penetapan Itsbat Nikah)”, Skripsi Program
Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
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memfokuskan kepada tinjauan sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan
Agama Pamekasan.

Akhmad Adib Setiawan, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama
Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/PDT.P/2012/PA.WT)"*®  fokus
pembahasan bahwa itsbat nikah pada nomor perkara tersebut tidak bisa
dikabulkan karena para pemohon dalam persidangan tidak dapat
membuktikan bahwa perkawinan yang telah terjadi di antara pemohon telah
sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, sehingga diragukan
keabsahannya. Skripsi ini lebih membahas kepada penolakan itsbat nikah
yang diajukan para pemohon, sedangkan penyusun lebih kepada analisis
sosiologis terhadap pengajuan atau permohonan itsbat nikah di Pengadilan
Agama Pamekasan.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan
bahwa penelitian dari penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan
sejauh penyusun ketahui bahwa penelitian yang memfokuskan kepada
analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan

belum dikaji sebelumnya.

> Akhmad Adib Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah oleh
Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/PDT.P/2012/PA.WT)”, Skripsi Program
Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
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E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan suatu perbuatan keagamaan, yang
menyangkut hubungan antar manusia yang mempunyai tujuan yang jelas
untuk hidup bersama dengan bahagia dan kekal, maka perkawinan ini juga
dianggap sebagai perbuatan hukum. Dalam melakukan suatu perbuatan
hukum, mengingat Negara Indonesia adalah Negara hukum dengan demikian
setiap orang yang melakukan perbuatan hukum haruslah taat pada hukum
positif nasional dari suatu Negara tersebut. Indonesia sebagai Negara hukum
menetapkan suatu peraturan-peraturan sebagai landasan untuk melakukan
suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum perkawinan juga mendapatkan
perhatian dari Negara Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga setiap orang yang hendak
melakukan perbuatan hukum perkawinan harus melandasakan pada norma
positif nasional yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.*®

Perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan setiap orang harus
didasarkan pada ketentuan hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya. Sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan:
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

18 http://hukumkeluargasyariah.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 12 November 2016
Pukul 19.00 WIB.


http://hukumkeluargasyariah.blogspot.co.id/
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Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat
prinsipil, karena berkaitan erat degan akibat-akibat perkawinan, baik yang
menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan
kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, sebagai
berikut:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.*’

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau mitsaagan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan
melakukannya merupakan ibadah.” Pasal 3 KHI merumuskan tujuan
perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warrahmah.*®

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa
“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan” sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah

menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Y Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial),
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 12.

' http://arismuzayyin.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 16 November 2016 Pukul
14.00 WIB.


http://arismuzayyin.blogspot.co.id/
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Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama.
Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu “peristiwa
hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan tentang
“Pencatatan perkawinan”. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa
rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah
perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa, Agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan
harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Pasal 5 KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal
ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di kutip
di atas. Tetapi, kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b
tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau
sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang di tentukan dalam pasal 2
ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-Undang perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika

tidak dicatat.
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Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia,
di samping ada ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan
pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh
akta nikah secara resmi, ada pula ketentuan yang mengatur tentang itsbat
nikah seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,
dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Dan ayat (3) berbunyi: istbat nikah
yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya Akta Nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, dan
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Kemudian ayat (4) berbunyi: Yang berhak mengajukan permohonan
istbat nikah ialah pihak suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*
Peraturan-peraturan hukum atau Undang-undang merupakan pedoman
bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau
tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman

yang harus dibaca, dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati,

dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan. Oleh karena itu, hukum

¥ gatria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis
yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), him. 37.
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menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan
penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan
untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri
memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak
positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri masing-
masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan
hukum.?

Para sarjana sosiologi memberikan Kklarifikasi antara masyarakat-
masyarakat yang statis dengan yang dinamis. Masyarakat yang statis
dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan secara
relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat. Masyarakat yang
dinamis merupakan masyarakat-masyarakat yang mengalami pelbagai
perubahan yang cepat. Jadi setiap masyarakat, pada suatu masa dapat
dianggap sebagai masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya,
mungkin dianggap sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan
bukanlah semata-mata berarti suatu kemajuan (progress), namun dapat pula
berarti suatu kemunduran dari masyarakat yang bersangkutan, yang
menyangkut bidang-bidang kehidupan yang tertentu. Akan tetapi ada
kecenderungan, untuk hanya menelaah kemajuan-kemajuan yang telah

dicapai.*

20 OK. Chairuddin, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), him. 99.

21 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1999), him. 89.
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Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana
yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat,
sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu
masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila terjadi apa yang
dinamakan oleh Gunar Myrdal sebagai softdevelopment, dimana hukum-
hukum tertentu yang dibentuk dan diterpakan, ternyata tidak efektif. Gejala-
gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang
menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk
hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justitiabelen), maupun
golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus
diidentifikasikan, oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau
hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-
sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan
sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya
tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Kecuali
pengetahuan yang mantap tentang sifat hakikat hukum, juga perlu diketahui
adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana (untuk
mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga-warga masyarakat). Sebab,
sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan
sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.?

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara Negara

atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antara warga-warga

22 |pid., hlm. 118-119.
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masyarakat tersebut, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan
dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah
untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di
dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-
peraturan umum atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, agar supaya
terciptanya suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka
kaidah-kaidah termaksud di tegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk
kepentingan itu, maka kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui
sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah-kaidah hukum yang
dinyatakan berlaku surut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum.?®
Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam
masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah
konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang
telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat,
termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-
hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi,
masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti
masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi
demikian saja. Dan juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat
itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi

pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif

%3 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1991), him. 48-49.
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dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu
peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.?

Faktor—faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam
masyarakat. Bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti
membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum yang dimaksud
berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku
secara  yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara
filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu
berfungsi dalam masyarakat yaitu:*

a. Kaidah Hukum

Dalam Teori llmu Hukum dapat dibedakan tiga macam hal

mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu dijelaskan

sebagai berikut:

1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentunya
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya
atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah
tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat dipaksakan

belakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh

? Lilik Mulyadi, dalam, http://badilum.info/ sebuah kajian deskriptif analitis “Teori
Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusuatmadja, S.H., LL.M.” diakses pada tanggal 18
April 2017 Pukul 10.38 WIB.

2> Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini,
dalam http://jurnal.um-tapsel.ac.id, diakses pada tanggal 10 Juli 2017.


http://jurnal.um-tapsel.ac.id/
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warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya
pengakuan dari masyarakat.
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu sesuai dengan
cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
b. Penegak Hukum
Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum sudah
betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik,
sehingga dengan demikian hukum akan berlaku secara efektif dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya para penegak hukum tentu saja
harus berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa peraturan
perundang-undangan peraturan pemerintah dalam aturan-aturan
lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga masyarakat mau atau tidak
mau, suka atau tidak suka harus patuh pada aturan-aturan yang
dijalankan oleh para penegak hukum karena berdasarkan pada aturan
hukum yang jelas.
c. Masyarakat
Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan
proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang
terjadi tahap demi tahap kesaaran hukum masyarakat sangat
berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Peraturan  Undang-undang vyang mengharuskan perkawinan

dicatatakan merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena akan



21

berakibat pada keberlangsungan hidup di masa depan, dan masyarakat juga
harus memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan surat akta nikah untuk
mendapatkan kepastian hukum dan juga agar dapat terlindungi dari upaya-

upaya atau hal-hal negatif dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

. Metode Penelitian
Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan atau
field research yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh

data langsung dari lapangan.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa
data yang telah didapat kemudian dianalisis, kemudian dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum
dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan itsbat

nikah.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat

Peraturan Undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perkara
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Itsbat Nikah dan juga meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di

lingkungan masyarakat.

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan yang
beralamat di Jalan Raya Tlanakan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan
Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
5. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:
a. Data Primer
Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data
yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga
masyarakat, melalui penelitian.?® Jadi data primer diperoleh langsung
dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.
b. Data Sekunder
Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa sumber berupa data
dari Pengadilan Agama Pamekasan. Selain itu, tulisan yang
mendukung terkait dengan perkara itsbat nikah. Kemudian, tulisan-
tulisan berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil
penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu
tentang analisis sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama

Pamekasan.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 12.



23

6. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode
untuk memperoleh data dari lapangan, antara lain:

a. Observasi

Sebagai langkah pertama dalam penelitian ini, penyusun
melakukan observasi langsung ke Pengadilan Agama Pamekasan.
b. Wawancara

Langkah selanjutnya adalah wawancara yaitu pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan
narasumber.
c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa
peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku,

catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara
tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.?’

2" 1bid., him. 250.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam
beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu
saling terkait satu sama lainnya sehingga membentuk rangkaian kesatuan
pembahasan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan teoritis mengenai itsbat nikah
dan pencatatan perkawinan, yang akan dikaji dalam sub-sub bab diantaranya:
tinjauan umum seputar hukum perkawinan, itsbat nikah, dan pencatatan
perkawinan.

Bab ketiga, membahas tinjauan tentang Pengadilan Agama
Pamekasan, letak geografis, struktur orgsnisasi, gambaran umum masyarakat
Pamekasan, letak geografis, keadaan sosial, budaya dan agama masyarakat
Pamekasan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Bab keempat, membahas analisis sosiologis terhadap Itsbat nikah di
Pengadilan Agama Pamekasan, yang akan mengkaji mengenai alasan apa saja
yang menjadi sebab diajukannya permohonan itsbat nikah dan tinjauan
sosiologis terhadap itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka
penelitian tentang Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan

Agama Pamekasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) KHI juga dijelaskan, itsbat nikah
dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

b. Hilangnya akta nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum belakunya Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974, dan

e. Perkawinan vyang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974.

Dalam hal ini alasan yang melatarbelakangi adanya permohonan itsbat
nikah ke Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Pamekasan
yaitu terletak pada Pasal 7 ayat (3) huruf e, kebanyakan yang mengajukan

permohonan itsbat nikah dapat ditemukan, yaitu dilatarbelakangi oleh karena

100
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tidak memiliki surat akta nikah dengan alasan untuk mengesahkan penikahan

mereka (para pemohon) dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon
mengajukan permohonan itshat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan
adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, di samping
untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri.
Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak-anak mereka yang
lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, perkara Itsbat nikah tiap
tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif. Hal ini terjadi
karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya
pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum
sehingga ke depannya tidak akan ada permasalahan yang bersifat
administratif seperti tidak diterbitkannya akta kelahiran seorang
anak yang disebabkan orangtua tidak mempunyai Kutipan Akta

Nikah.

Dalam hal itsbat nikah ini mengenai pemahaman masyarakat masih
kurang, banyak dari mereka sadar akan pentingnya pencatatan nikah ketika
anak-anak mereka akan memasuki jenjang pendidikan yaitu sekolah, dengan
demikian mereka membutuhkan surat akta nikah yang nantinya bisa

diterbitkan surat akta kelahiran anak dan merupakan persyaratan administrasi
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anak masuk sekolah. Banyaknya yang melakukan itsbat nikah, karena masih
ada pemahaman masyarakat yang ragu bila dinikahkan oleh KUA dan lebih
memilih kyai yang menikahkannya, faktor pengetahuan juga masih kurang
khususnya di daerah pedesaan, yaitu mereka tidak paham bahwa pernikahan

itu harus dicatatkan.

. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Analisis Sosiologis
terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan, maka penyusun
memberikan saran khususnya kepada masyarakat Pamekasan, yaitu untuk
lebih meningkatkan kesadaran hukum dan menerapkan Peraturan Undang-
undang tentang pentingnya pencatatan perkawinan sehingga ke depannya
tidak akan ada permasalahan-permasalahan yang bersifat administratif seperti
tidak diterbitkannya akta kelahiran seorang anak yang disebabkan orangtua

tidak memiliki surat kutipan akta nikah.
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No. - B-76@o fUn.02/DS.APN.O0/ & 12017 20 April 2017
Hal . Permohonan lzin Penelitian
Kepada

Yih. Gubernur Jawa Timur
Cq.Kepala BAKESBANGPOL PAMEKASAN
di. Pamekasan

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syarfah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada
Bapak/lbu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kaliaga sebagaimana vang tersebut di bawah ini :
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No. Nama NIM ' JURUSAN

1. Raudiatul Hasanah 1520311062 Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan Kabupaten Pamekasan guna
mendapatkan-data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah (Tesis) yang berjudul:
“ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP iTSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN”

Demikizn kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasth

Wassalamu'alaikurm wr.wb.
a.n. Dekan,
ol wr - i i M Hum
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UER W
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Kepada
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di. Pamekasan

Assalamu'alaikum wr.wb.
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Bapak/lbu untuk memberkan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :
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No. Nama NIM { JURUSAN
1. * Raudlatul Hasanah 1520311062 Hukum Keluarga

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan Kabupaten Pamekasan guna
mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis limiah (Tesis) yang berjudul:
“ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN’

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
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PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Jalan Raya Tlanakan Telp. (0324) 322458/Fax, (0324) 327428

E-mail : pa_pmk126@yshoo.com Website : www.
PAMEKASAN 69371
Nomor : W13-A29/1235/PB.00/VI1I/2017 Pamekasan, 25 Juli 2017
Lampiran P
Perihal : Keterangan telah melakukan Penelitian
di Pengadilan Agama Pamekasan
Kepada

Yith. Ketua UIN Sunan Kalijaga
di
YOGYAKARTA
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Memperhatikan Surat Saudara Nomor : B-1080/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017

tanggal 20 April 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami
menerangkan bahwa :

Nama : RAUDLATUL HASANAH
NIM /NPM : 1520311062

Jurusan/Prodi : Hukum Islam / Hukum Keluarga
Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Tahun Akademik :2017 - 2018

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan mulai
tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 dalam rangka
penyusunan Tesis dengan judul :

“ ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP ITSBAT NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN “

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PAMEKASAN

-SURAT REKOMENDASI

1zin Penelitian / KTI
Nomor : 072/ 423/432.601/2017.

Membaca : Surat Ka Prodi S2 Hukum Islam Universitas Islam Negeri SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM Yokyakarta, 20 April
Nomor : B-/ 080/Un.02/DS.I/PN.00/4/2017

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2014,

Dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama :  RAUDLATUL HASANAH

NIM/NPM ;1520311062

Prodi . Hukum Keluarga

Judul . Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan
Lokasi . di Pengadilan Agama Pamekasan
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